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SARI

Jailani, Muhammad Rif’an. 2018. “Analisis Ukuran Perusahaan dan Corporate
Governance terhadap Manajemen Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016)”. Skripsi. Jurusan
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Trisni
Suryarini, S.E., M.Si.

Kata Kunci: Manajemen Pajak, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan
Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen.

Suksesnya program tax amnesty menandakan belum efektifnya manajemen
pajak di Indonesia dan cenderung mengarah pada tax evasion. Tidak hanya
perusahaan kecil saja yang mengikuti program ini, namun juga perusahaan
berskala besar. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris dan
memberikan referensi apakah ukuran perusahaan, kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris independen berpengaruh
terhadap manajemen pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015-2016. Pemilihan sampel
menggunakan metode puposive sampling. Hasil seleksi sampel diperoleh sampel
akhir sebanyak 40 perusahaan dengan unit analisis sebanyak 80. Alat analisis
yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis statistik deskriptif,
analisis regresi linear berganda, dan analisis beda (t-test)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan
institusional berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan
persentase komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap
manajemen pajak. Namun, variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
terhadap manajemen pajak. Variabel ukuran perusahaan dan corporate
governance secara bersama-sama mempengaruhi variabel manajemen pajak.
Penelitian ini membuktikan bahwa sebesar 91,25% perusahaan manufaktur di
Indonesia memiliki-kepemilikan manajerial yang sangat rendah. Hasil penelitian
ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-
rata manajemen pajak perusahaan sebelum dan sesudah program tax amnesty.

Simpulan dari penelitian ini adalah manajemen pajak dipengaruhi oleh
ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan persentase komisaris
independen,  Penelitian selanjutnya dapat.menambahkan . variabel lain, seperti
kompensasi eksekutif untuk menggantikan kepemilikan manajerial.
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ABSTRACT

Jailani, Muhammad Rif’an. 2018. "Analysis the Effects of Size and Corporate
Governance Against Tax Management (Study on Manufacturing Company Listed
on Indonesia Stock Exchange in 2015-2016)". Final Project. Accounting
Departement. Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor :
Trisni Suryarini, S.E., M.Si.

Keywords: Tax Management, Size, Institutional Ownership, Managerial
Ownership, Percentage of Independent Commissioner.

The success of the Indonesian tax amnesty program indicate that tax
management implementation in Indonesia has not been effective and leads to tax
evasion. Not only small companies, but also big companies have joined this
program. The purpose of this research is to get empirical evidence and provide
references if the size of company, institutional ownership, managerial ownership,
and percentage of independent commissioner affect the tax management.

The population in this research are manufacturing companies listed on the
Indonesia Stock Exchange year period 2015-2016. The sample in this study was
chosen using purposive sampling method, so obtained by 80 unit of analysis. The
analysis technique used was descriptive statistical analysis, multiple regression
analysis and independent sample t-test

The results showed that size and institutional ownership have a significantly
positive effect on tax management. While the percentage of independent
commissioner has a significantly negative effect on tax management. But, the
managerial ownership has no effect on tax management. Size and corporate
governance simultaneously have an effect on tax management. This study showed
that 91,25% manufacturing companies in Indonesia have low managerial
ownership. This study also showed that there is no difference between tax
management both after and before tax amnesty program.

The results of the study can be concluded that tax management affected by
size, institutional ownership, and percentage of independent commissioner. For
future research can replace the managerial ownership with board compensation.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manajemen pajak menurut Suandy (2011) adalah sarana untuk memenuhi
kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat
ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
Sedangkan menurut Zain (2008), manajemen pajak adalah proses mengorganisasi
usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang
pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi
yang minimal. Posisi minimal yang dimaksud adalah posisi minimal sepanjang
dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Turunnya beban pajak yang ditanggung perusahaan, kepentingan manajemen dan
pemegang saham akan terpenuhi (Harnovinsah dan Mubarakah, 2016).

Perusahaan sebagai subyek pajak badan mampu melakukan manajemen
pajak yang bertujuan untuk menekan serendah mungkin pajak yang dibayarkan
tanpa melanggar norma dan peraturan perpajakan. Setyaningrum dan Suryarini
(2016) mengatakan bahwa perusahaan akan menghadapi pajak yang tinggi sebagai
akibat dari laba yang tinggi untuk kesejahteraan para pemegang saham, sehingga
mau tidak mau akan melakukan manajemen pajak untuk meminimalisasi beban
pajaknya. Adanya suatu konsep manajemen pajak yang baik, perusahaan mampu
mengoptimalkan likuiditasnya. Selain mengefisiensikan pajak terutang yang harus

dibayar, perusahaan dapat melakukan pembayaran pajak tepat waktu agar tidak



dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan maupun bunga, dan mampu membuat
kebijakan terbaru berdasarkan peraturan perpajakan yang selalu update.

Tujuan manajemen pajak secara garis besar dibagi menjadi dua. Pertama,
dengan penerapan manajemen pajak, perusahaan dapat menerapkan peraturan
perpajakan dengan benar. Kedua, perusahaan akan melakukan usaha efisiensi
untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan tersebut dapat
dicapai melalui beberapa fungsi, yaitu: 1) Perencanaan Pajak (Tax Planning); 2)
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation); dan 3) Pengendalian
Pajak (Tax Control). Perusahaan akan mampu bersaing dan mempertahankan
posisinya di pasar dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen pajak.

Penerapan manajemen pajak dalam suatu perusahaan mengharuskan pihak
manajemen mencari celah-celah dalam peraturan perpajakan yang dibuat
Pemerintah agar nantinya kebijakan yang diterapkan tidak melanggar norma
perpajakan dan menimbulkan penggelapan pajak. Manajemen mau tidak mau
harus memahami berbagai peraturan perpajakan dan dituntut untuk selalu update
mengenai peraturan dan informasi perpajakan terbaru. Perencanaan pajak yang
baik dapat mengurangi beban pajak perusahaan sehingga dana yang ada dapat
diputar kembali untuk dapat menghasilkan laba pada periode berikutnya. Oleh
karena itu, perusahaan harus melakukan perencanaan pajak yang matang dalam
rangka self efficiency dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Syakura
dan Baridwan, 2014).

Strategi yang dilakukan dalam manajemen pajak biasanya lebih pada

memanfaatkan celah-celah perpajakan atau disebut juga grey area yang terdapat



dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pada dasarnya
penerapan manajemen pajak tidak bertentangan dengan undang-undang dengan
memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diizinkan oleh undang-undang
sehingga tindakan tersebut tidak mengarah pada penggelapan pajak (tax evasion).
Beberapa contoh strategi manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan
diantaranya adalah memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dalam
bentuk badan wusaha baru, menghindari pengenaan pajak berganda, dan
menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin ataupun dengan cara
membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Ditinjau dari pelaksanaannya, manajemen pajak memiliki fungsi tax
planning yang merupakan salah satu bentuk tax avoidance. Tindakan ini
diperbolehkan karena tidak bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Umumnya, tax planning menghasilkan rencana yang dapat dipakai
wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal tanpa menyalahi aturan yang
berlaku (acceptable tax avoidance). Namun fungsi tax planning dalam
manajemen pajak hanya dapat dicapai apabila perumusnya memahami peraturan
perpajakan dan pandai mengidentifikasi titik penghematan terbaik yang dapat
dipilih untuk menekan beban pajak seminimal mungkin.

Ironisnya, penerapan manajemen pajak pada perusahaan di Indonesia belum
bisa dikatakan efektif, bahkan lebih menjurus tax evasion. Berdasarkan laporan
yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik IMF tahun 2016, Indonesia
masuk ke peringkat 11 sebagai negara dimana perusahaan di dalamnya tidak

membayar pajak kepada Pemerintah dengan perkiraan nilai sebesar 6,48 miliar



dolar AS (Tribunnews, 2017). Wajib pajak badan di Indonesia justru dengan
sengaja tidak melaporkan keseluruhan penghasilan yang diterima atau dengan
menghitung pajaknya dengan cara yang tidak benar. Berbeda dengan tax
avoidance, dalam penerapannya tax evasion mengandung konsekuensi hukum
bagi wajib pajak. Langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk menekan kian
maraknya praktik tersebut adalah dengan menjalankan program tax amnesty.

Tax amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk
membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan
pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi
administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan
pidana (Suryarini dan Anwar, 2010). Tidak hanya perusahaan kecil saja, namun
juga perusahaan berskala besar yang mengikuti program ini, diantaranya PT
Charoen Pokphand Indonesia dan PT Wismilak Inti Makmur. Hasil akhir program
tax amnesty yang sudah dijalankan Pemerintah sejak Juli 2016 dan berakhir pada
Juli 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Total Harta yang Dilaporkan dan Uang Tebusan Program Tax Amnesty
(dalam Rupiah)

Uang Tebusan

Harta Dalam Negeri 3.701 T 0
Harta Luar Negeri 1.037T 0
Reptriasi 1477 0
OP non UMKM 0 914T
Orang Pribadi (OP) 0 781T
Badan non UMKM 0 147T
Badan UMKM 0 692 M

Sumber: www.pajak.go.id



Surat Pernyataan Harta (SPH) menunjukkan total harta yang dilaporkan
mencapai Rp 4.855 triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar
Rp 3.701 triliun, deklarasi harta luar negeri sebesar Rp 1.037 triliun, dan
komitmen penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) mencapai Rp 147 triliun.
Total deklarasi harta dalam negeri lebih besar dari deklarasi harta luar negeri,
artinya kebanyakan wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty lebih
banyak mengungkapkan harta yang disimpan di dalam negeri. Amnesti pajak
yang dijalankan berhasil dari sisi deklarasi, namun gagal dari sisi repatriasi.
Target untuk deklarasi sebesar  4.000 triliun rupiah berhasil terpenuhi, namun
untuk repatriasi hanya 15% dari target 1.000 triliun rupiah yang dapat dicapai
(BBC Indonesia, 2017).

Total uang tebusan berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai Rp
115 triliun yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi non UMKM sebesar Rp
91,4 triliun, wajib pajak orang pribadi Rp 7,81 triliun, badan non UMKM
mencapai Rp 14,7 triliun, dan badan UMKM sebesar Rp 692 miliar
(www.pajak.go.id). Pencapaian ini merupakan tertinggi di dunia. Negara lain
seperti Italia hanya berhasil mengumpulkan uang tebusan sebesar Rp 59 triliun
untuk program serupa pada tahn 2009, dan Rp 21,8 triliun pada tahun 2001. Posisi
keempat ditempati oleh Chili yang hanya memperoleh Rp 19,7 triliun pada tahun
2015 (Liputan 6, 2016). Tingginya uang tebusan hasil tax amnesty menandakan
bahwa di Indonesia masih banyak wajib pajak yang tidak patuh.

Hasil tersebut juga menunjukkan dengan adanya tax amnesty, Pemerintah

dapat meningkatkan penerimaan pajaknya. Konsekuensi bagi perusahaan yang



mengikuti program ini adalah bahwa kelalaian wajib pajak akan menimbulkan
sanksi, pembatalan tax amnesty, dan pemeriksaan (Okfitasari, et. al, 2017).
Diharapkan setelah digulirkannya kebijakan ini perusahaan dapat lebih efektif
mengelola manajemen pajaknya sehingga penerimaan negara yang bersumber dari
pajak akan meningkat. Disamping itu, wajib pajak yang mengikuti tax amnesty
akan menerapkan PSAK 70 yang tercermin dalam pelaporan keuangannya. Hal ini
dimaksudkan agar wajib pajak terhindar dari kesalahan akuntansi dan pelaporan
keuangan yang mungkin timbul di kemudian hari nanti. Pemberlakuan PSAK 70
memberikan pengaturan perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan
pajak sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

Tujuan awal diterapkannya kebijakan tax amnesty adalah untuk menjerat
para pengusaha “nakal” yang tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai wajib
pajak. Besarnya pencapaian dari tax amnesty menandakan bahwa wajib pajak di
Indonesia cenderung enggan untuk membayar pajak. Pemerintah berharap para
pengusaha akan patuh terhadap peraturan perpajakan di Indonesia dikarenakan
pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Namun kenyataan
di lapangan justru berbeda, dimana para pengusaha berbondong-bondong
melakukan strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka salah satunya
dengan menerapkan . manajemen _pajak.. Perusahaan. harus cermat dalam
menerapkan manajemen pajak dan tidak boleh berlebihan karena dapat berakibat
fatal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen pajak pada sebuah

perusahaan menurut Darmadi dan Zulaikha (2013) diantaranya ukuran



perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Ukuran perusahaan dapat digunakan
perusahaan untuk mendapatkan tax incentive sehingga mengurangi pajak yang
dibayarkan. Nicodeme (2007) dalam Darmadi dan Zulaikha (2013) berpendapat
bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak
dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak
perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan
untuk mendapat tax incentive yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan
kepada perusahaan. Durnev dan Kim (2003) dalam Rahayuningsih (2013)
mengatakan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung
menjadi perhatian publik daripada perusahaan dengan skala kecil. Hal ini
mendorong perusahaan dengan skala yang lebih besar untuk menerapkan kualitas
corporate governance yang lebih baik.

Leverage dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya
bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat
digunakan sebagai pengurang penghasilan. Profitabilitas juga dapat menjadi
penyebab rendahnya pajak yang dibayarkan. Rendahnya beban pajak perusahaan
dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan
keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat
menyebabkan. tarif pajak . efektif perusahaan, lebih_rendah.dari yang seharusnya
(Noor, et. al., 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2012) dan Huseynov
dan Klamm (2012) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi manajemen

pajak adalah good corporate governance yang diterapkan perusahaan. Hal ini



dikarenakan sumber kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan berasal dari good
corporate governance perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang memiliki
mekanisme corporate governance yang baik maka akan berbanding lurus dengan
kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajakannya (Maraya dan
Yendrawati, 2016). Kebijakan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan
tergantung pada penerapan good corporate governance. Faktor yang dapat
memotivasi manajemen untuk melakukan tindakan perencanaan pajak yang
merupakan bagian dari manajemen pajak adalah adanya Undang-Undang
perpajakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Yuhertiana, et. al, 2016). Semakin
rinci dan detail Undang-Undang yang dibuat akan memotivasi manajemen untuk
melakukan kegiatan perencanaan pajak.

Minnick dan Noga (2010) menyatakan bahwa struktur corporate
governance berdampak pada bagaimana sebuah perusahaan mengelola pajaknya
(misalnya, sistem pajak dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan, contohnya
dalam hal pembayaran dividen dan reorganizations). Selain itu, Minnick dan
Noga (2010) juga menjelaskan bahwa corporate governance secara langsung
berperan dalam manajemen pajak karena para direksi perusahaan merupakan
pihak yang bertanggung jawab dalam memilih dan menentukan strategi
manajemen pajak dengan cara mengalokasikan sumber daya perusahaan.

Teori political power menjelaskan bahwa semakin besar ukuran perusahaan
maka semakin besar pula sumber daya untuk mempengaruhi proses politik sesuai
keinginan mereka termasuk untuk melakukan manajemen pajak. Perusahaan yang

besar cenderung menanggung biaya politik yang tinggi (dalam hal ini pajak),



karena mereka akan lebih diawasi oleh Pemerintah dan masyarakat (Widiatmoko
dan Mayangsari, 2016). Artinya, semakin besar ukuran perusahaan semakin besar
pula usaha untuk menerapkan strategi-strategi tertentu untuk menghemat pajak
mereka.

Darmadi dan Zulaikha (2013) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan
merupakan karakteristik perusahaan yang turut mempengaruhi pajak penghasilan
yang dibayarkan. Transaksi dalam perusahaan berskala besar sangat kompleks
sehingga perusahaan cenderung melakukan manajemen pajak. Semakin besar
ukuran perusahaan kualitas sumber daya manusia didalamnya akan semakin baik
pula. Hal ini akan berdampak pada efektifitas penerapan manajemen pajak dalam
perusahaan. Penerapan manajemen pajak yang efektif akan mampu mengurangi
pajak yang dibayarkan dan secara langsung meningkatkan laba perusahaan. Hal
ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modal dalam perusahaan
tersebut. Sebaliknya, ukuran perusahaan yang kecil belum mempunyai sumber
daya yang berkualitas dan cenderung melakukan penghindaran pajak yang
berujung pada penggelapan pajak.

Yuhertiana, et al., (2016) menyatakan coorporate governance, merupakan
suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan
sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil transparan diantara berbagai pihak
terkait dan memiliki kepentingan dalam perusahaan. Good Corporate Governance
adalah acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar
berjalan baik. Penerapan good corporate governance harus berpedoman pada 5

aspek, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency, dan
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Fairness. Kelima aspek ini wajib dijalankan oleh perusahaan untuk menciptakan
tata kelola yang ideal.

Lukviarman (2006) dalam Sandy dan Lukviarman (2015) mendefinisikan
corporate governance adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar,
secara benar (doing the right things right). Corporate governance memberikan
penekanan pada the right things sebelum dikerjakan secara benar. Berdasarkan
pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi corporate
governance harus menekankan pada melakukan sesuatu yang benar dengan cara-
cara yang benar sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penerapan yang
baik oleh perusahaan menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi perusahaan
untuk bersaing di dunia industri karena menentukan kebijakan-kebijakan apa saja
yang dijalankan oleh perusahaan. Good Corporate Governance mampu
meningkatkan pencapaian hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan
secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai
etika.

Mekanisme Good Corporate Governance dibutuhkan untuk menjamin dan
mengawasi sitem operasional suatu perusahaan (Purbopangestu dan Subowo,
2014). Corporate governance berfokus pada hubungan para manajer, direktur,
karyawan, dan, para. stakeholder. lainnya  (Wahyudin. dan  Solikhah, 2017).
Dikeluarkannya peraturan mengenai Corporate Governance yang tertuang dalam
peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) No. Kep-305/BEJ//07-2004 dan Keputusan
Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002, perusahaan wajib menerapkan

Corporate Governance. Mekanisme Corporate Governance diharapkan mampu
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memberikan dasar keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja ekonomi
perusahaan sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan di mata investor.

Penerapan good corporate governance di Indonesia masih tergolong rendah
dan tertinggal dibanding negara lain di Asia Tenggara. Indonesian Institute For
Corporate Governance (IICD) hanya menempatkan 2 (dua) perusahaan yang
berhasil menerapkan corporate governance. Hal ini masih jauh tertinggal dari
negara-negara ASEAN yang lain dimana dari 50 perusahaan terbaik, Thailand
menempatkan sebanyak 23 perusahaan, Filipina 11 perusahaan, Singapura 8
perusahaan, dan Malaysia 6 perusahaan (Tempo, 2015).

Setiap tahun dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan
Annual Report Award (ARA) yang bertujuan untuk mendorong penerapan
corporate governance. Hal ini tentu mendorong inovasi dalam perusahaan dan
secara langsung mendorong investor untuk menanamkan modalnya. Perusahaan
yang tidak menerapkan prinsip good corporate governance akan memperoleh
sanksi administrasi. Bank Indonesia (BI) misalnya, menerapkan peraturan bagi
perbankan yang tidak menerapkan good corporate governance untuk menambah
modal yang bisa dilakukan dengan cara menerbitkan obligasi ataupun
penambahan modal dari pemilik.

Terdapat . dua- jenis .unsur  dalam_corporate . governance, yaitu internal
corporate governance dan external corporate governance (Sutedi, 2011). Internal
corporate governance merupakan merupakan suatu unsur yang diperlukan untuk
menjalankan corporate governance dari dalam perusahaan yang meliputi dewan

komisaris, direksi, manajer, kepemilikan manajerial, karyawan, kompensasi yang
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diberikan perusahaan, dan komite audit. Sedangkan external corporate
governance merupakan unsur yang diperlukan untuk menjalankan corporate
governance dari luar perusahaan, seperti kepemilikan institusional, pemberi
pinjaman, akuntan publik, dan perangkat hukum. Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan unsur-unsur corporate governance Yyang terdiri dari dewan
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris
independen. Ketiga unsur tersebut telah mewakili kedua unsur dari corporate
governance.

Penerapan mekanisme corporate governance yang baik dalam suatu
perusahaan akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sebuah
perusahaaan. Umumnya pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan
dilakukan oleh manajemen. Manajer akan cenderung membuat keputusan yang
menguntungkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu eksekutif sebagai pemimpin
operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan untuk melakukan
manajemen pajak apabila ia juga mendapatkan keuntungan dari kebijakan
tersebut. Namun pembuat kebijakan sering kali mengabaikan peraturan yang
berlaku untuk menguntungkan dirinya sendiri, salah satunya adalah dengan
menerapkan perencanaan pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak
dan berakhir, dengan penggelapan pajak. Penggelapan. adalah penyakit dan harus
diminimalkan sehingga ekonomi hitam atau ekonomi tersembunyi dapat
dimitigasi (Palil, 2016).

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang

beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada
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stakeholdernya. Yang dimaksud stakeholder disini adalah pemegang saham,
kreditur, konsumen, suplier, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain.
Dalam penelitian ini, corporate governance diukur menggunakan kepemilikan
institusional, kepemilikan manjerial, dan persentase komisaris independen.
Berdasar kepada teori stakeholder perusahaan akan berusaha menerapkan
manajemen pajak seefesien mungkin tanpa melanggar Undang-Undang untuk
meminimalkan kerugian yang mungkin berdampak pada stakeholdernya, dalam
hal ini institusi dan para manajer sebagai pemegang saham perusahaan.

Gillan dan Starks (2003) menyatakan bahwa investor institusional berperan
dalam mendesak manajemen untuk tata kelola yang lebih baik di perusahaan.
Namun kenyataannya, para invesor ini tetap menginginkan laba yang tinggi
sehingga mereka akan berupaya mempengaruhi manajemen untuk meminimalisasi
pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Investor institusional pada dasarnya
menuntut pendapatan setelah pajak untuk distribusi keuntungan yang lebih tinggi,
sehingga mereka mengharapkan manajer untuk melakukan perencanaan pajak
yang mengakibatkan beban pajak lebih rendah. Irawan dan Farahmita (2012)
mengatakan bahwa dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen, mereka
akan termotivasi untuk meningkatkan nilai pemegang saham perusahaan dengan
cara meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya, melalui_manajemen pajak
yang efisien. Hal tersebut dapat mendorong manajemen memiliki rasa
kepemilikan yang tinggi terhadap perusahaan.

Fungsi dari komisaris independen adalah memberikan pengawasan terhadap

manajemen perusahaan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan
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terhadap para stakeholder di kemudian hari. Komisaris independen akan
memastikan bahwa manajemen akan bekerja sesuai aturan yang ada (aspek
kepatuhan). Secara otomatis manajer akan mengungkapkan Kkinerja perpajakan
dengan apa adanya, tanpa berusaha untuk melakukan manajemen pajak yang
berlebihan dan bahkan mengarah kepada tax evasion. Hal ini dilakukan untuk
melindungi stakeholder baik yang berasal dari dalam maupun dari luar
perusahaan.

Salah satu kasus perencanaan pajak (tax planning) yang berujung pada
penggelapan pajak adalah kasus PT Sawitri Era Plasmasindo (SEP) yang
beralamat di Kabupaten Tangerang. Tahun 2012-2013 PT SEP merugikan negara
sebesar Rp 19,6 M dengan cara menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan
transaksi sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi jumlah
pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut
(www.pajak.go.id). Kasus lain terkait dengan penerbitan faktur pajak yang tidak
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah kasus PT Sulasindo
Niagatama yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur yang dilakukan oleh Direktur
Utamanya. Perusahaan menerbitkan faktur pajak fiktif untuk menjual barang
impor kepada beberapa perusahaan. Akibat penyalahgunaan faktur pajak tersebut,
negara dirugikan. hingga Rp 118 M. Kedua kasus tersebut menunjukkan
kurangnya kebijakan dari pihak manajemen untuk melakukan manajemen pajak
agar tidak melanggar norma perpajakan (www.pajak.go.id).

Tidak hanya perusahaan kecil saja, kasus lain juga menimpa perusahaan

besar di Indonesia salah satunya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.
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Investigasi Tempo (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan memainkan harga
dengan pihak afiliasi di luar prinsip kewajaran. Kasus ini terkuak saat Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) secara simultan memeriksa Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang dilakukan setelah adanya
klaim kelebihan pembayaran pajak pada tahun tersebut, dan perusahaan meminta
restitusi.

Merujuk pada dokumen persidangan sengketa pajak, ada sejumlah temuan
yang mengindikasikan bahwa Toyota Indonesia menjual mobil-mobil produksi
mereka ke Singapura dengan harga yang tidak wajar dengan memanfaatkan
hubungan istimewa antar perusahaan. Transfer pricing memungkinkan
perusahaan untuk mendapatkan keuntungan setinggi tingginya dari perbedaan tarif
pajak yang berbeda antar negara. DJP menemukan sepanjang tahun 2007, PT
Toyota Motor Manufacturing Indonesia tercatat telah mengekspor 17.181 unit
mobil bertipe Fortuner ke Singapura. Pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota
menunjukkan bahwa perusahaan menjual mobil-mobil tersebut dengan
memanfaatkan hubungan istimewa dimana mobil-mobil tersebut dijual sesuai cost
of goods sold (COGS). Harga pokok penjualan Fortuner yang seharusnya Rp 161
juta, dijual 3,49% lebih murah, sehingga Toyota Indonesia menanggung kerugian
dari penjualan Fortuner ke Singapura.

Temuan lain menunjukkan bahwa penjualan mobil berjenis Innova diesel
dan Innova bensin juga dijual lebih murah dari ongkos produksinya. Masing-
masing dari produk tersebut dijual 1,73% dan 5,14% lebih murah.Sedangkan

untuk ekspor jenis Rush dan Terios, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
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hanya memperoleh keuntungan yang tipis yaitu sebesar 1,15% dan 2,69% dari
biaya produksinya per unit. Tak ayal DJP menuding bahwa Toyota Indonesia
memanfaatkan mekanisme transfer pricing untuk memperkecil pajak yang
dibayarkannya (Tempo, 2014). Kedua kasus di atas menandakan bahwa penerapan
manajemen pajak di Indonesia masih belum efektif.

Penelusuran riset-riset sebelumnya yang mengkaji tentang hubungan ukuran
perusahaan dan corporate governance terhadap manajemen pajak masih
ditemukan research gap, yang meliputi perbedaan hasil dan keterbatasan
penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi dan Zulaikha
(2013) dan Ardyansah dan Zulaikha (2014) menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Artinya, semakin
besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula usaha untuk melakukan
manajemen pajak. Berbeda dengan Noor, et. al., (2010) yang mengatakan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hartadinata
dan Tjaraka, (2013) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
negatif signifikan terhadap effective tax rate (ETR) yang tinggi, yang berarti
perusahaan besar tidak melakukan manajemen pajak. Hasil berbeda dikemukakan
oleh Imelia, et. al., (2015) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak
berpengaruh . . terhadap .. manajemen. _pajak. ‘W._dan_. Ghozali (2017) juga
membuktikan hal yang sama, dimana dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa
ukuran perusahaan tidak berpengaruh tehadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasiholan (2013) mengungkapkan bahwa

karakteristik corporate governance berpengaruh positif terhadap manajemen
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pajak. Corporate governance dalam penelitian ini diukur dengan jumlah dewan
komisaris, jumlah komisaris independen, dan kompensasi eksekutif. Sejalan
dengan hasil tersebut, Minnick dan Noga (2010) mengungkapkan bahwa
kompensasi eksekutif dan mekanisme tata kelola berpengaruh positif terhadap
manajemen pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh W dan Ghozali (2017)
mengemukakan bahwa persentase komisaris independen juga memiliki pengaruh
positif terhadap manajemen pajak. Namun berbeda dengan Mulyadi dan Anwar
(2015) yang mengatakan dalam penelitiannya mengatakan bahwa komisaris
independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Hasil berbeda
ditemukan oleh Meilinda dan Cahyonowati (2013) yang mengemukakan bahwa
persentase komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.
Zulkarnaen (2015) mengungkapkan bahwa adanya kepemilkan institusional
akan mempengaruhi manajemen melakukan manajemen pajak. Hasil berbeda
dikemukakan oleh Wulansari, et. al., (2015) yang mengatakan bahwa kepemilikan
institusional tidak berpengaruh terghadap ETR, yang berarti tidak ada
pengaruhnya terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hanum
dan Zulaikha (2013) juga mengatakan hal serupa, adanya investor institusional
tidak berpengaruh terhadap rendahnya pajak yang dibayar oleh perusahaan.
Irawan dan Farahmita (2012) dalam penelitiannya menambahkan variabel baru
yaitu kepemilikan manajerial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun,

penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Mangoting (2014) menunjukkan
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kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ETR. Artinya tidak terdapat
hubungan antara kepemilkan manajerial dan manajemen pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas dan beberapa hasil penelitian yang masih
tidak konsisten, hal ini menunjukkan adanya research gap di antara beberapa
penelitian yang telah dilakukan. Adanya research gap tersebut menarik minat
peneliti untuk meneliti variabel ukuran perusahaan dan beberapa variabel
Corporate Governance dalam perusahaan yang diindikasi mempengaruhi tingkat
manajemen pajak pada perusahaan di Indonesia.

Penelitian ini  mencoba mengukur corporate governance dengan
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris
independen. Selain itu peneliti tertarik untuk mengambil pada perusahaan sektor
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan perusahaan
manufaktur dikarenakan sektor industri pengolahan merupakan salah satu
penyumbang pajak yang paling besar kepada negara. Program tax amnesty yang
dijalankan oleh Pemerintah juga diharapkan dapat mendorong peningkatan
perkembangan bisnis pada sektor manufaktur. Hal ini menjadi menarik untuk
diteliti karena Pemerintah menginginkan adanya peningkatan pembayaran pajak
dari sektor manufaktur. Besarnya pajak yang harus dibayarkan akan membuat
perusahaan pada sektor manufaktur. mau tidak mau harus menerapkan manajemen
pajak yang baik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul
penelitian “Analisis Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance terhadap
Manajemen Pajak (Studi pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016) .
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah
sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk
mendapatkan tax incentive yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak
yang dibayarkan. Semakin besar perusahaan maka usaha semakin besar pula
usaha menerapkan strategi-strategi tertentu untuk menghemat pajak mereka.
Hal ini berarti, besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi penerapan
manajemen pajak dalam perusahaan tersebut.

2. Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang
dimiliki oleh investor manajerial dalam suatu perusahaan. Adanya
kepemilikan saham oleh manajemen akan membuat mereka lebih berhati-hati
terhadap tindakan yang mereka lakukan di dalam perusahaan, termasuk dalam
penerapan strategi manajemen pajak. Hal ini dikarenakan mereka juga akan
menanggung kerugian apabila mereka ceroboh dalam menjalankan
perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen
untuk melakukan manajemen pajak.

3. Adanya kepemilikan institusional adalah pengawasan yang ketat atas aktivas
yang terjadi. di- perusahaan. Kepemilikan . institusional. akan menyebabkan
monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku
oportunistik yang dilakukan oleh para manajer. Para investor ini
menginginkan laba yang besar dari perusahaan, dan salah satu unsur

pengurang laba adalah beban pajak. Sehingga dengan adanya kepemilikan
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institusional dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen
pajak.

4. Dewan komisaris independen menjalankan fungsi pengawasan terhadap
manajemen. Semakin besar proporsinya, maka semakin besar pula
pengawasan terhadap manajemen untuk tidak melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan hukum, salah satunya menggelapkan pajak. Adanya
pengawasan yang ketat membuat perusahaan memilih untuk melakukan
manajemen pajak, disamping tidak melanggar hukum namun juga dapat
mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Artinya persentase
dewan komisaris independen akan meningkatkan penerapan manajemen pajak
perusahaan.

5. Leverage dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya
bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat
digunakan sebagai pengurang penghasilan. Semakin tinggi tingkat hutang
perusahaan, maka biaya bunga juga semakin tinggi sehingga dapat digunakan
sebagai pengurang penghasilan. Dampaknya, beban pajak yang ditanggung
perusahaan juga akan menurun.

6. Profitabilitas juga dapat menjadi penyebab rendahnya pajak yang dibayarkan.
Rendahnya . beban.. pajak. perusahaan. dikarenakan. perusahaan dengan
pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya
insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif

pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya

1.3 Cakupan Masalah



21

Batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini terbatas pada pengaruh
ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan
persentase komisaris independen terhadap manajemen pajak. Topik Yyang
dipelajari dalam penelitian ini adalah manajemen pajak dan penelitian ini berfokus
pada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu ukuran perusahaan dan
corporate governance yang diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, dan persentase komisaris independen.

Selain itu, penentuan sampel pada penelitian ini dibatasi, yaitu perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2 tahun, yaitu
tahun 2015 dan tahun 2016. Pemilihan tahun sampel didasarkan pada sebelum dan
sesudah Pemerintah menggulirkan program tax amnesty sejak Juli 2016 sampai
Maret 2017. Data sampel tahun 2015 diasumsikan perusahaan belum mengikuti
program tax amnesty dan data sampel tahun 2016 diasumsikan perusahaan sudah

mengikuti program tax amnesty yang berakhir pada Maret 2017.

14  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1.  Apakah secara signifikan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap
manajemen pajak?

2.  Apakah secara signifikan kepemilikan institusional berpengaruh positif
terhadap manajemen pajak?

3. Apakah secara signifikan kepemilikan manajerial berpengaruh positif

terhadap manajemen pajak?
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4.  Apakah secara signifikan persentase komisaris independen berpengaruh
negatif terhadap manajemen pajak?
1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris
terhadap:
1.  Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen
pajak.
3. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen pajak.
4.  Menganalisis pengaruh persentase komisaris independen terhadap
manajemen pajak.
1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

a) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi peneliti
yang ingin melakukan penelitian sejenis.

b) Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, informasi, serta
ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Good Corporate
Governance (GCG) dan kompensasi manajemen terhadap manajemen
pajak.

Manfaat Praktis
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a) Bagi investor, dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan investasi.

b) Bagi perusahaan, dapat dijadikan suatu literatur mengenai pentingnya
Good Corporate Governance dalam menerapkan manajemen pajak pada

perusahaan.

1.7 Orisinalitas Penelitian

Orisinilitas dari penelitian ini adalah hadirnya variabel kepemilikan
manajerial sebagai ukuran Good Corporate Governance. Kepemilikan manajerial
akan mempengaruhi keputusan seorang manajer untuk mengambil tindakan yang
tidak merugikan dirinya sendiri berdasarkan teori agensi. Disamping itu, peneliti
menggunakan sampel perusahaan pada sektor manufaktur dan membandingkan
manajemen pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan tax amnesty di
Indonesia dengan menggunakan uji beda (t-test). Data yang digunakan adalah
annual report pada tahun 2015 dan 2016, diasumsikan bahwa annual report tahun
2015 adalah data sebelum program tax amnesty dijalankan, dan annual report
tahun 2016 adalah data setelah tax amnesty berjalan meskipun pada dasarnya

program baru berakhir pada Maret 2017.
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KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori Utama (Grand Theory)
2.1.1 Teori Political Power

Umumnya, teori political power digunakan untuk menjelaskan hubungan
ukuran perusahaan dan tarif pajak efektif. Teori ini menjelaskan bahwa
perusahaan yang besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi
proses politik sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak dan mengatur
aktivitas dalam mencapai penghematan pajak yang optimal (Siegfried, 1972
dalam Richardson dan Lanis, 2007). Sumber daya yang besar dapat dimanfaatkan
untuk melakukan lobi politik dan perencanaan pajak yang lebih baik. Artinya,
semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula upaya untuk
meminimalkan pajak yang dibayarkan salah satunya dengan menerapkan
manajemen pajak yang baik dalam perusahaan.

Perusahaan besar sangat mungkin untuk menerapkan manajemen pajak yang
efektif dimana mereka memiliki sumber daya untuk mengelola sistem perpajakan
mereka. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia berkompetensi
tinggi dalam menerapkan. manajemen. pajak yang maksimal. Perusahaan besar
akan cenderung melakukan manajemen pajak untuk mencapai laba yang
diinginkan untuk menarik para investor dengan memanfaatkan sumber daya yang
dimiliki. Laba yang tinggi membuat para investor menanamkan modalnya untuk

memperoleh return yang tinggi. Suatu penerapan manajemen pajak yang baik oleh
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perusahaan besar mampu mempertahankan reputasi perusahaan dimata
masyarakat dan investor.

Teori political power digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ukuran
perusahaan dengan manajemen pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka
semakin besar pula usaha untuk melakukan manajemen pajak. Sebaliknya,
semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin kecil pula usaha untuk
melakukan manajemen pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil tidak
mempunyai sumber daya yang berkompetensi tinggi untuk menerapkan strategi
tersebut.

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada
stakeholdernya (Ghozali dan Chariri, 2007). Artinya, teori ini menjelaskan
hubungan perusahaan dengan para stakeholder. Yang dimaksud stakeholder disini
merupakan pihak-pihak yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun
tidak langsung, termasuk pemegang saham, kreditur, konsumen, suplier,
konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain.

Kelompok stakeholder akan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen
perusahaan untuk mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan
perusahaan tersebut. Teori stakeholder bertujuan untuk membantu manajemen

perusahaan untuk menciptakan manajemen nilai sebagai dampak dari aktivitas-
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aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi
stakeholder.

Donaldson dan Preston (1995) meninjau teori stakeholder dalam tiga aspek
yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Teori stakeholder dalam aspek
deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan karakteristik
perusahaan yang spesifik dan perilakunya. Berdasarkan aspek instrumental, teori
stakeholder membangun kerangka untuk menguji hubungan antara praktik
manajemen stakeholder dan pencapaian berbagai tujuan perusahaan. Sedangkan
berdasarkan aspek normatif, teori ini digunakan untuk menginterpretasikan fungsi
korporasi, termasuk identifikasi moral atau petunjuk filosofis untuk operasi dan
manajemen perusahaan.

Teori stakeholder pada dasarnya merupakan pendekatan berbasis tekanan
pasar (Grey, et. al, 1997 dalam Ghozali dan Chariri, 2007. Penyediaan atau
penarikan atas sumber ekonomi akan menentukan tipe pengungkapan sosial dan
lingkungan pada titik tertentu. Teori ini mengasumsikan bahwa eksistensi
perusahaan  ditentukan  oleh  para  stakeholder.  Perusahaan  akan
mempertimbangkan kepentingan para stakeholder karena adanya komitmen moral
yang akan mendorong perusahaan untuk merumuskan strategi yang dapat
mempengaruhi pencapaian kinerja keuangan perusahaan.

Manajemen pajak adalah salah satu strategi untuk mencapai penghematan
pajak sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai baik oleh investor.
Meningkatnya laba perusahaan akan membantu manajemen untuk memenuhi

kepentingan para stakeholder. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen
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pajak menurut teori ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
dan komisaris independen. Adanya tekanan dari investor di luar perusahaan
seperti investor institusional akan membuat manajemen perusahaan merumuskan
strategi yang dapat meningkatkan laba, salah satunya dengan menerapkan
manajemen pajak.

Kepemilikan institusional ‘memiliki arti penting dalam memonitor
manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong
peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Sumanto, et. al., 2014). Para
manajer yang berperan sebagai pemegang saham tidak mungkin menerapkan
strategi yang dapat merugikan diri mereka sendiri, namun mereka juga
mengharapkan laba yang tinggi. Manajemen memiliki tanggung jawab untuk
memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri
(Pratanda dan Kusmuriyanto, 2014). Penerapan manajemen pajak yang baik akan
mampu meningkatkan laba perusahaan sehingga para pemegang saham baik yang
berasal dari institusi, manajer, dan publik memberikan respon yang positif
terhadap perusahaan.

Tanggung jawab perusahaan yang besar terhadap stakeholder membutuhkan
pengawasan dan kontrol yang ketat oleh dewan komisaris terhadap tindakan
manajemen, perusahaan,.terutama komisaris, independen. Komisaris Independen
akan memberikan pengawasan terhadap penerapan manajemen pajak agar tidak
terjadi penggelapan pajak yang merugikan stakeholdernya. Komisaris independen
memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai aturan yang ada. Secara otomatis

manajer akan mengungkapkan kinerja perpajakan dengan apa adanya, tanpa



28

berusaha untuk melakukan manajemen pajak yang berlebihan dan bahkan
mengarah kepada tax evasion. Hal ini dilakukan untuk melindungi stakeholder

baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan.

2.2 Kajian Variabel Penelitian
2.2.1 Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan
benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk
memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). Manajemen
pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan (Kusumawati dan
Rusydi, 2010). Upaya untuk meminimalkan pengeluaran perusahaan untuk beban
pajak dapat dilakukan dengan menerapkan manajemen pajak. Strategi
mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh
perusahaan haruslah bersifat legal, agar dapat menghindari sanksi-sanksi pajak di
kemudian hari.

Ada berbagai macam jenis pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan,
diantaranya adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, 29, 4 (2), 15, PPN, dan PPnBM.
Semakin kompleks perusahaan maka semakin banyak pula jenis pajak yang
dibayarkan. Namun umumnya perusahaan akan dikenakan PPh Pasal 21, 22, 23,
25, PPN. PPh Pasal 21 adalah pajak yang berkenaan dengan pemotongan
penghasilan atas gaji karyawan. Sedangkan PPh Pasal 22 dikenakan atas kegiatan
impor barang yang dilakukan oleh perusahaan. PPh Pasal 23 dikenakan atas
transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa, dan penghasilan

lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan, atau
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jasa. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan terutang yang ditanggung

oleh perusahaan. PPN dikenakan atas transaksi barang dan jasa kena pajak.

Banyaknya jenis pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan membuat

manajemen harus melakukan jara untuk mengefisiensikan beban pajak

perusahaan.

Erick dan Suwarta (2004) dalam Hasiholan (2011) mengungkapkan bahwa

strategi mengefisienkan beban pajak tersebut seperti:

1.

Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang
tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif
perpajakan, pemilihan bentuk badan hukum perseorangan, firma dan
konsinyasi lebih menguntungkan dibanding Perseroan Terbatas. Pada
Perseroan Terbatas yang memegang sahamnya kurang dari 25% akan
mengakibatkan PPh perseroan akan dikenakan dua kali yakni pada saat
penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan
dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang memiliki saham
kurang dari 25%.

Memilih lokasi perusahaan yang didirikan.  Umumnya Pemerintah
memberikan semacam insentif pajak khususnya untuk daerah tertentu atau
daerah, terpencil (misalnya Indonesia, Timur) seperti . pengurangan PPh,
penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih
lama dari seharusnya dan pemberian natura/kenikmatan yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak menambah penghasilan
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karyawan karena bukan objek PPh Pasal 21. Insentif ini dapat berupa
pembebasan pajak selama 5-8 tahun.

Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari
berbagai pengecualian, potongan, atau pengurangan atas Penghasilan Kena
Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui bahwa
penghasilan kena pajak (laba) perusahaan besar dan akan dikenakan tarif
pajak tinggi, maka sebaiknya perusahaan membelanjakan sebagian laba
perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat secara langsung untuk
perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya
yang dapat dikurangkan (deductible). Sebagai contoh, biaya untuk riset dan
pengembangan, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan
kantor dan biaya pemasaran.

Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura
dan kenikmatan dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan
tarif pajak maksimum. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk
kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja
sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang
dikenakan pajak bagi pegawai.

Pemilihan, metode. penilaian  persediaan. Ada dua metode yang diizinkan
dalam perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk
pertama keluar pertama (first in first out). Dalam keadaan inflasi, metode

average akan menghasilkan HPP yang lebih tinggi dibandingkan dengan
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metode FIFO, otomatis akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil

sehingga penghasilan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.

6.  Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan
perpajakan yang berlaku. Jika perusahaan mempunyai prediksi laba yang
cukup besar maka dapat dipakai metode saldo menurun sehingga biaya
penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak dan sebaliknya jika
pada awal tahun investasi diperkirakan belum bisa memberikan keuntungan
maka penyusutan menggunakan metode garis lurus karena memberikan
biaya yang lebih kecil sehingga biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun
berikutnya.

7.  Menghindari pelanggaran peraturan perpajakan dan menghindari
pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak yang dikarenakan SPT lebih bayar,
SPT rugi, tidak menyerahkan atau terlambat menyampaikan SPT. Hal ini
dilakukan untuk mencegah terjadinya perbedaan perhitungan pajak antara
perusahaan dan fiskus dimana pajak yang dihitung oleh fiskus dapat lebih
tinggi daripada yang dihitung oleh perusahaan, sehingga perusahaan
dikenakan sanksi.

Manajemen pajak merupakan kegiatan untuk mewujudnyatakan fungsi-
fungsi manajemen  sehingga efektivitas dan . efisiensi. pelaksanaan hak dan
kewajiban perpajakan dapat tercapai. Manajemen pajak akan memiliki manfaat
atau nilai guna yang besar bila perusahaan dapat melaksanakannya sesuai dengan
tujuan awal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya

manusia yang berkualitas dan berkompeten, perangkat kerja yang memadai,
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prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat informasi (Minnick dan
Noga, 2010).
Suandy (2011) menjelaskan bahwa tujuan yang diharapkan dengan adanya
manajemen pajak adalah:
1.  Memenuhi kewajiban pajak yang merupakan kewajiban wajib pajak sebaik
mungkin sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.
Disamping itu ada 3 fungsi manajemen pajak agar tujuan dalam manajemen
pajak dapat terpenuhi (Suandy, 2011), fungsi tersebut adalah:
1.  Perencanaan pajak (tax planning)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada
tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peratuan
perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan
dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning)
adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Jika tujuan perencanaan pajak
adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah
mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan
tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak disini sama
dengan tax. avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha
untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena
pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan
kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.  Pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation)
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Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah
implementasi dari hasil perencanaan pajak yang telah dilakukan
sebelumnya. Manajemen harus dapat memastikan implementasi dari
rencana-rencana manajemen pajak telah dilaksanakan baik secara formal
dan  material.  Manajemen  juga harus  memastikan  bahwa
pengimplementasian manajemen pajak tidak melanggar peraturan
perpajakan yang berlaku. Jika dalam pengimplementasian terjadi
pelanggaran peraturan perpajakan, maka praktik yang dilakukan perusahaan
telah menyimpang dari tujuan awal manajemen pajak.

3. Pengendalian pajak (tax control)

Langkah terakhir dari manajemen pajak adalah melakukan
pengendalian pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa
kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan
dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting
dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh
sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam
strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada
saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan
membayar . lebih awal. Pengendalian, pajak termasuk pemeriksaan jika
perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak yang
terutang.

Suandy (2011) menjelaskan bahwa motivasi adanya manajemen pajak tidak

hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga
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ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi itu

adalah:

1.

Kebijakan perpajakan (Tax Policy)

Dalam hal ini perusahaan harus dapat menganalisis transaksi yang
dilakukan dan kewajiban yang melekat yang transaksi tersebut agar
kewajiban yang melekat dalam transaksi tersebut tidak memberatkan
perusahaan. Perusahaan juga harus dapat melindungi sumberdaya
perusahaan dari pajak yang ada agar sumberdaya perusahaan tersebut bisa
digunakan untuk tujuan lain. Objek pajak juga harus diperhatikan dalam
manajemen pajak, hal ini dikarenakan objek pajak merupakan dasar dari
penghitungan pajak yang tarifnya berbeda-beda untuk tiap objek pajaknya.
Karenanya, perusahaan harus lebih teliti dalam menentukan objek pajak
yang berhubungan dengan perusahaan agar pajak yang dibayarkan
perusahaan tidak lebih (yang berarti pemborosan dana karena membayar
lebih tinggi) dan tidak kurang (agar terhindar dari sanksi yang akan
menimbulkan pemborosan dana).

Undang-undang perpajakan (Tax Law)

Perusahaan harus dapat menganalisis peraturan yang berlaku tentang
perpajakan, karena adanya kemungkinan kesempatan untuk memanfaatkan
celah yang ada dalam peraturan pajak yang ada. Ini dikarenakan adanya
peraturan-peratuan lain yang sengaja dibuat untuk membantu pelaksanaan

peraturan dasar perpajakan tetapi dalam praktiknya peraturan bantuan yang
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dibuat bertentangan dengan peraturan dasar perpajakan. Adanya celah dari

berbagai peraturan perpajakan yang ada harus dapat dimaksimalkan

perusahaan agar tercapai manajemen pajak yang baik.
3. Administrasi perpajakan (Tax Administration)

Perusahaan dalam melakukan manajemen pajak juga harus
memperhatikan sisi administrasi dalam bidang perpajakan, agar dapat
melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan terhindar dari sanksi
yang akan memberatkan perusahaan akibat dari pelanggaran peraturan
perpajakan.

Terdapat beberapa proksi untuk mengukur manajemen pajak. Salah satu
cara untuk mengetahui perusahaan melakukan manajemen pajak adalah
menggunakan indikator effective tax rate (ETR). Richardson dan Lanis (2007)
mendefinisikan effective tax rate sebagai perbandingan antara pajak rill yang
dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Adanya indikator
pengukuran tarif pajak efektif, perusahaan dapat mengetahui bagaimana upaya
manajemen pajak yang sudah dilakukan perusahaan, apakah berhasil menekan
kewajiban perpajakannya atau tidak. Persentase tarif pajak efektif yang lebih
tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam
memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena, dengan perusahaan
memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase
pembayaran pajak dari laba komersial (Haryadi, 2012 dalam Darmadi dan

Zulaikha 2013).
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Minnick dan Noga (2010) mengukukur manajemen pajak dengan
menggunakan GAAP ETR dan Cash ETR. GAAP ETR merupakan rate yang
mempengaruhi laba akuntansi, strategi pajak yang tidak dapat menanguhkan pajak
tidak dapat mengubah GAAP ETR (Hanlon dan Heitzman, 2010). GAAP ETR
dihitung dengan cara income tax expense dibagi pre-tax income. Cash ETR
merefleksikan kemampuan perusahaan untuk membayar sejumlah kecil nilai cash
taxes per dollar dari pre tax income (Dyreng, et. al., 2008). Armstrong, et. al.,
(2012) mengukur manajemen pajak dengan 3 proksi untuk membandingkan
proksi satu dengan yang lainnya. Proksi yang digunakan untuk penelitiannya
adalah GAAP ETR, Cash ETR, dan Book-Tax Gap (BTG). Book-Tax Gap
dihitung dengan pendapatan buku sebelum pajak dikurangi estimasi pendapatan
kena pajak kemudian dibagi total aset.

2.2.2 Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2006) dalam Putra dan Subowo ( 2016)
ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat
diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain ukuran pendapatan, total
aset, dan total ekuitas. Pengukuran skala perusahaan ini dapat didasarkan pada
total aktiva, total penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Investor
cenderung menaruh kepercayaan terhadap perusahaan berskala besar. Perusahaan
dengan skala besar relatif stabil dibanding dengan perusahaan berukuran kecil.
Hal ini adanya tingkat modal yang berbeda, karyawan yang lebih banyak, dan

penjualan lebih besar.
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Uraian diatas menunjukkan bahwa ukuran suatu perusahaan merupakan
indikator yang dapat menunjukan karakteristik perusahaan dimana terdapat
indikator yang dapat menentukan ukuran (besar kecilnya) perusahaan, yaitu
jumlah modal yang dimiliki, jumlah karyawan yang dimiliki untuk melakukan
operasi perusahaan, total penjualan perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki
perusahaan dan jumlah saham yang beredar. Jika ukuran perusahaan dinyatakan
dengan total aset maka semakin besar total aset perusahaan maka akan semakin
besar pula ukuran perusahaan tersebut. Begitupun dengan pengukuran
menggunakan total penjualan perusahaan, jumlah modal yang dimiliki
perusahaan, dan lain sebagainya.

Investor cenderung tertarik kepada perusahaan yang memiliki aset yang
besar. Hal ini dikarenakan masa depan perusahaan akan lebih terjamin dan lebih
mudah menambah kredit melalui kreditur jika dibandingkan dengan perusahaan
yang memiliki total aset yang rendah. Perusahaan yang relatif besar cenderung
kinerjanya akan dilihat oleh publik sehingga perusahaan akan berhati-hati dalam
menerapkan kebijakannya.

2.2.3 Good Corporate Governance (GCG)

Macey dan O’Hara (2003) menyatakan bahwa Corporate Governance
muncul karena, adanya. pemisahan . antara , kepemilikan .dengan pengendalian
perusahaan, atau yang dikenal sebagai konflik keageanan. Permasalahan
keageanan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah
sulitnya memastikan bahwa dana yang ditanamkan oleh pemilik modal tidak

diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga
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apa yang mereka harapkan (return) tidak terpenuhi. Hadirnya Corporate
Governance akan menjadi jembatan untuk mengurangi permasalahan keageanan
yang muncul antara pemilik dan manajer.

Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran yang sangat penting
bagi perusahaan. Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang
menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang
menentukan arah Kkinerja perusahaan (Haruman, 2008 dalam Maharani dan
Suardana (2014). Corporate governance memungkinkan perusahaan untuk
menarik sumber daya manusia dan modal, berkinerja efisien, sehingga secara
jangka panjang akan menghasilkan nilai ekonomis yang terus menerus bagi
pemegang saham dan masyarakat secara keseluruhan.

Corporate governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling
berkaitan, yaitu pemegang saham institusional, dewan direksi, dewan komisaris,
para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali
perusahaan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan
persaingan produk. Mekanisme ini tidak dapat dipisahkan antar satu dengan yang
lain. Kinerja suatu perusahaan di tentukan oleh kebijakan-kebijakan Corporate
Governance itu sendiri, termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba. Menurut
FCGI dan Komite Nasional Kebijakan Governance (2002) terdapat lima prinsip
dasar dari Corporate Governance, yaitu:

1.  Transparansi



39

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan
dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku
kepentingan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis.
Akuntabilitas

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan
pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Pengelolaan seperti ini
dilakukan agar perusahaan dapat mempertanggungjawabkan Kinerjanya
secara transparan dan wajar.

Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat
terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Independensi

Perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan
dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat.

Kewajaran

Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan asas kewajaran dan

kesetaraan.
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Menurut Forum Corporate Governance In Indonesia (2002) penerapan
corporate governance memberikan empat manfaat, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih
meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga

akan meningkatkan corporate value.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena

sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan dividen.

Struktur corporate governance menunjukkan hubungan antar berbagai
pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang berguna
dalam menentukan arah strategis serta mengawasi kinerja perusahaan. Agar
aktivitas organisasi dapat dijalankan secara terkendali diperlukan suatu struktur
corporate governanceyang baik. Penerapan struktur corporate governance di
Indonesia menggunakan Model Dual Board System atau Two Board System
seperti yang terlihat pada Gambar 2.1. Sistem ini menggunakan dua sistem
pengawasan yang. terpisah. Dalam sistem ini.perusahaan memiliki dua badan
terpisah yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen
(Dewan Direksi). Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan dewan
direksi, sedangkan dewan direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili

perusahaan.
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RUPS

A

Dewan Komisaris [~=---~=------- » Direksi

Gambar 2.1 Model Two Board System di Indonesia

Sumber: FCGI (2002)

Penelitian ini meproksikan corporate governance dalam tiga variabel,
yaitu: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris
independen. Proksi tersebut digunakan karena sesuai dengan variabel dependen
manajemen pajak yang diproksikan dengan tarif pajak efektif. Komisaris
merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang berhubungan langsung dengan
kebijakan di dalam perusahan termasuk kebijakan dalam penghindaran pajak.
Sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial akan
mempengaruhi seorang manajer untuk mengambil keputusan ekonomi yang akan
diterapkan pada perusahaan.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor
institusi (Khafid, 2012). Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan
publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan atau pribadi
(Widhianningrum dan Amah, 2012). Mayoritas institusi adalah berbentuk

perseroan terbatas (PT) domestik. Keberadaan investor institusional dapat
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menunjukkan mekanisme corporate governance yang kuat untuk memonitor
manajemen perusahaan.

Kelebihan dari adanya kepemilikan institusional adalah pengawasan yang
ketat atas aktivas yang terjadi di perusahaan. Kepemilikan institusional akan
menyebabkan monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan
perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer (Jensen dan Meckling,
1976). Adanya tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan
pengawasan yang tinggi terhadap manajemen perusahaan agar tidak melakukan
perilaku yang menyimpang dan berdampak pada nilai perusahaan. Manajemen
akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan
investor. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk para
pemegang saham.

Semakin besar pengawasan yang diberikan kepada manajemen akan
memberikan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja manajemen
termasuk dalam menerapkan manajemen pajak. Hal ini dikarenakan investor juga
mengharapkan laba yang tinggi dari perusahaan. Adanya kepemilikan
insitusional akan membuat manajer mau tidak mau untuk menerapkan
manajemen pajak dengan efektif untuk menghasilkan return yang diharapkan
oleh investor.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang

dimiliki oleh investor manajerial dalam suatu perusahaan (Nurochman dan

Solikhah, 2015). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan
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menandakan bahwa adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dan
pemegang saham. Manajer yang juga merupakan pemegang saham akan ikut
serta dalam pengambilan keputusan penting dalam perusahaan. Masalah
keageanan yang merupakan konflik yang muncul antara principal dan agent
dapat diatasi dengan adanya kepemilikan manajerial.

Kepemilikan manajerial akan berpengaruh terhadap kinerja manajemen.
Semakin besar kepemilikan manajerial, kinerja manajemen akan semakin
maksimal. Hal ini dikarenakan manajemen memiliki tanggung jawab untuk
memenuhi pemegang saham untuk memperoleh laba yang tinggi, termasuk
dirinya sendiri. Jensen dan Meckling, (1976) menyatakan bahwa seiring
meningkatnya kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajer
dengan pemegang saham. Namun apabila kepemilikan manajerial terlalu tinggi
justru akan menurunkan nilai perusahaan karena manajer akan cenderung
melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan
kepentingan pemegang saham lainnya. Hal ini akan menimbulkan masalah
pertahanan, yang berarti mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan
kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan kesulitan
untuk mengendalikan tindakan manajer.

Perusahaan yang.memiliki tingkat kepemilikan saham yang. besar oleh pihak
manajemen akan mempengaruhi penerapan manajemen pajak pada perusahaan.
Manajer akan lebih konservatif untuk menjalankan kebijakan yang akan
mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Para manajer

tersebut akan ikut menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil, dalam
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hal ini besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Penerapan
manajemen pajak yang baik akan berdampak pada laba perusahaan dan secara
langsung mempengaruhi return yang mereka terima. Namun tingkat kepemilikan
manajerial yang terlalu tinggi juga tidak memiliki dampak yang baik (Nurochman
dan Solikhah, 2015). Dampaknya, kedudukan manajer akan lebih kuat dari
pemegang saham sehingga manajer dapat mengendalikan perusahaan dan
pemegang saham eksternal tidak akan mampu mengendalikan Kinerja manajer.

3. Komisaris Independen

Komisaris sebuah organisasi adalah anggota dewan pengawasnya. Beberapa
istilah spesifik digunakan untuk menjelaskan keberadaan atau ketiadaan
hubungannya terhadap organisasi tersebut. Komisaris (atau komisaris dalam,
inside director) adalah seorang komisaris yang juga merupakan seorang pegawai,
petugas, pemegang saham utama, atau seseorang yang berhubungan dengan
organisasi (perusahaan) tersebut. Komisaris dalam mewakili kepentingan dari
para pemegang saham, dan terkadang memiliki pengetahuan yang dalam atas
Kinerja, keuangan, penguasaan pangsa pasar dari organisasi tersebut.

Komisaris luar (komisaris independen) adalah anggota dewan komisaris yang
berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal
perusahaan haik langsung maupun tidak langsung (Surya dan Yustiavandana,
2006). Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). Syarat komisaris independen yaitu tidak terafiliasi
dengan pihak manapun, terutama pemegang saham utama, anggota direksi

dan/atau anggota dewan komisaris lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar.
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Komisaris independen dapat mengawasi komisaris dalam dan mengawasi
bagaimana organisasi tersebut dijalankan. Komisaris luar dianggap berguna
karena mereka bisa bersikap objektif dan memiliki resiko kecil dalam conflict of
interest. Di sisi lain, komisaris luar mungkin kekurangan pengalaman dalam
menangani masalah spesifik yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Komisaris
independen membantu merencanakan strategi jangka panjang perusahaan dan
secara berkala melakukan review atas implementasi strategi tersebut. Komisaris
independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang
diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan menjadi semakin besar.

Dalam FCGI (2002) mengatakan bahwa perusahaan harus memiliki komisaris
independen yang proporsional. Proporsional yang dimaksudkan adalah memiliki
jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang
saham minoritas (non-controlling shareholders). Dalam peraturan ini,
persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh
anggota dewan komisaris. Maknanya, perusahaan di Indonesia harus memenuhi

kriteria ini untuk mencapai kinerja tata kelola yang optimal.

2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai bhagaimana  hubungan pengaruh antara ukuran
perusahaan, Good Corporate ‘Governance (GCG) dan manajemen pajak telah
dilakukan oleh penelitian terdahulu namun belum menunjukkan hasil yang
konsisten. Adapun dalam Tabel 2.1 dijelaskan beberapa penelitian terdahulu

dalam penelitian ini.
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Hasil Penelitian

1. Bernard
Hasiholan (2013)

Jumlah dewan
Komisaris,  Persentase
Komisaris Independen,
Kompensasi Direksi,

dan Manajemen Pajak

1. Jumlah

komisaris
terhadap

dewan
berpengaruh  positif
manajemen pajak
Persentase Komisaris Independen
berpengaruh  positif  terhadap
Manajemen Pajak

Kompensasi Direksi berpengaruh
positif  terhadap  Manajemen
Pajak

Lanjutan Tabel 2.1

Hasil Penelitian

2. Minnick dan
Noga (2010)

Kompensasi Direksi,
Kualitas mekanisme tata
kelola, dan Manajemen
Pajak

Kompensasi Direksi berpengaruh

positif ~ terhadap  manajemen
pajak
Mekanisme tata kelola yang

diukur dengan jumlah dewan

direksi dan jumlah anggota
komisaris independen
berpengaruh  positif  terhadap
manajemen pajak

3. Christopher S. | Kompensasi  Eksekutif Kompensasi eksekutif
Armstrong, dan Manajemen Pajak berpengaruh  positif  terhadap
Jennifer L. manajemen pajak
Blouin, David F.

Larcker (2011)

4, Fariz  Huseynov, | CSR, GCG, Tax CSR berpengaruh positif
Bonnie K. Klamn | Management terhadap tax management
(2012) GCG yang diukur menggunakan

skor kekuatan dan fokus dari
perusahaan berpengaruh positif
terhadap tax management.

5. Rohaya Md Noor, | Ukuran Perusahaan, Ukuran perusahaan berpengarh
Nur Syazwani M. | Profitabilitas, Intensitas negatif  terhadap manajemen
Fadzillah and | Aset Tetap, Intensitas pajak
Nor’ Azam Persediaan, dan Profitabilitas berpengaruh negatif
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terhadap manajemen pajak
Intensitas aset tetap berpengaruh

negatif  terhadap manajemen
pajak

Intensitas persediaan
berpengaruh  positif  terhadap

manajemen pajak

Lanjutan Tabel 2.1

Hasil Penelitian

6. Igbal Nul Hakim
Darmadi dan
Zulaikha (2013)

Ukuran Perusahaan,
Tingkat Hutang,
Profitabilitas, Intensitas
Aset Tetap, Intensitas
Persediaan, Fasilitas
Perpajakan, dan

Manajemen Pajak

Ukuran perusahaan berpengarh

positif ~ terhadap  manajemen
pajak

Tingkat hutang tidak
berpengaruh terhadap

manajemen pajak

Profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap manajemen pajak
Intensitas aset tetap berpengaruh

Aset Tetap, Komisaris
Independen, Manajemen
Pajak

negatif ~ terhadap  manajemen
pajak
Intensitas persediaan
berpengaruh  negatif terhadap
manajemen pajak
Fasilitas perpajakan tidak
berpengaruh terhadap
manajemen pajak
7. Maria Meilinda Jumlah Dewan Jumlah Dewan Komisaris
dan Nur Komisaris,  Persentase berpengaruh  positif  terhadap
Cahyonowati Komisaris Independen, manajemen pajak
(2013) Jumlah Kompensasi Persentase Komisaris Independen
Eksekutif, Manajemen tidak  berpengaruh  terhadap
Pajak manajemen pajak
Kompensasi  Eksekutif  tidak
berpengaruh terhadap
manajemen pajak
8. Septi Imalia, | Size, Leverage, Size, Profitabilitas, Intensitas
Zirman, dan Rusli | Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas
(2015) Persediaan, Fasilitas Persediaan tidak berpengaruh
Perpajakan, Intensitas terhadap manajemen pajak.

Leverage, Komisaris Independen,
dan Fasilitas Perpajakan
berpengaruh  positif  terhadap
manajemen pajak
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Hasil Penelitian

9. Dhanendra Jumlah Dewan Jumlah dewan komisaris
Ghanang W dan | Komisaris,  Persentase berpengaruh positif terhadap
Imam Ghozali | Komisaris Independen, manajemen pajak
(2017) Jumlah Kompensasi Persentase Komisaris Independen

Dewan Komisaris, berpengaruh positif terhadap
Komite Audit, CSR, manajemen pajak
Ukuran Perusahaan, Jumlah kompensasi dewan
Profitabilitas, komisaris berpengaruh positif
Manajemen Pajak terhadap manajemen pajak
Komite Audit tidak berpengaruh
terhadap manajemen pajak
CSR tidak berpengaruh terhadap
manajemen pajak
Ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap
manajemen pajak
Profitabilitas berpengaruh negatif
terhadap manajemen pajak

10. | Martin Surya | Dewan Komisaris Dewan Komisaris Independen
Mulyadi, Yunita | Inependen, Kompensasi dan  Kompensasi  Eksekutif
Anwar (2015) Eksekutif, Dewan berpengaruh  negatif terhadap

Direksi, Manajemen manajemen pajak

Pajak Dewan  direksi  berpengaruh
positif ~ terhadap  manajemen
pajak

11. | Grant Richardson, | Size, Leverage, Asset Size, Leverage, Asset Mix
Roman Lanis | Mix, ETR berpengaruh  negatif terhadap
(2007) ETR

12. | Danis Ardyansah, | Size, Leverage, Size dan Komisaris Independen
Zulaikha (2014) Profitabilitas,  Capital berpengaruh negatif terhadap

Intensity, Komisaris ETR
Independen, ETR Leverage, Profitabilitas, dan

(Manajemen Pajak)

Capital Intensity tidak
berpengaruh terhadap ETR

Lanjutan Tabel 2.1
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Hasil Penelitian

13. | Chek Derasid, Ukuran Perusahaan berpengaruh
Hao Zhang negatif terhadap ETR
(2003)

14. | Novriansyah Komisaris Independen, Komisaris independen
Zulkarnaen Kompensasi Manajemen berpengaruh positif terhadap
(2015) Eksekutif, Investor manajemen pajak

Institusional, dan Kompensasi manajemen

Manajemen Pajak eksekutif berpengaruh positif
terhadap manajemen pajak
Investor institusional
berpengaruh positif ternadap
manajemen pajak

15. | Rahati Wulansari | Komisaris Independen, Komisaris independen
(2015) Komite Audit, Investor berpengaruh positif ternadap

Institusional dan ETR

Effective Tax Rate Komite audit berpengaruh positif
terhadap ETR
Investor Institusional tidak
berpengaruh terhadap ETR

16. | Hashemi Rodhian | Komisaris Independen, Komisaris Independen tidak
Hanum, Zulaikha | Komite Audit, Investor berpengaruh terhadap ETR
(2013) Institusional, dan ETR Komite Audit tidak berpengaruh

(Manajemen Pajak) terhadap ETR
Investor Institusional tidak
berpengaruh terhadap ETR

17. | Hendra Putra | Kompensasi Kompensasi manajemen
Irawan, Aria | Manajemen, berpengaruh positif terhadap

Farahmita (2012)

Kepemilikan
Manajerial, Skor GCG

manajemen pajak
Kepemilikan manajerial
berpengaruh positif terhadap
manajemen pajak

GCG berpengaruh positif
terhadap manajemen pajak

Sumber: Berbagai sumber yang diolah

Berdasarkan, penelitian, terdahulu, penelitian sekarang. dimaksudkan untuk

menguji pengaruh mekanisme good corporate governance berupa kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, persentase komisaris independen, dan

ukuran komite audit terhadap manajemen pajak.

2.4 Kerangka Berpikir




50

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Pajak

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perusahaan adalah ukuran
perusahaan. Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran
(besar kecilnya) perusahaan seperti banyaknya karyawan, total penjualan yang
dicapai, jumlah aktiva yang dimilki perusahaan dan jumlah saham yang beredar
(Romasari, 2013). Ukuran perusahaan yang besar akan berdampak pada pajak
yang dibayarkan perusahaan kepada Pemerintah. Semakin besar ukuran suatu
perusahaan maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Begitupun
sebaliknya, semakin kecil ukuran suatu perusahaan akan semakin kecil pula pajak
yang ditanggungnya.

Perusahaan yang mempunyai skala besar cenderung melakukan manajemen
pajak. Pajak yang dibayarkan perusahaan merupakan pengurang laba, sehingga
harus diminimalkan. Laba perusahaan yang tinggi akan menarik minat investor
untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Disamping itu dengan
penerapan manajemen pajak yang efektif, perusahaan besar mampu
mempertahankan reputasinya dimata masyarakat dan investor. Ukuran perusahaan
yang besar juga mempunyai kualitas sumber daya manusia yang lebih kompeten
sehingga pelaksanaan manajemen pajak akan lebih efektif. Maknanya, semakin
besar ukuran perusahaan maka usaha untuk melakukan manajemen pajak juga

akan semakin tinggi.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak
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Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor
institusi (Khafid, 2012). Institusi yang dimaksud adalah pemilik perusahaan
publik berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan atau pribadi
(Widhianningrum dan Amah, 2012). Mayoritas institusi adalah berbentuk
perseroan terbatas (PT) domestik Kepemilikan institusional mengakibatkan
adanya pengawasan terhadap kinerja manajemen. Manajemen akan berusaha
mengambil keputusan untuk memuaskan para investor untuk memperoleh return
yang besar. Semakin besar pengawasan yang diberikan kepada manajemen akan
memberikan dorongan yang lebih besar untuk meningkaatkan kinerja manajemen
termasuk dalam menerapkan manajemen pajak. Hal ini dikarenakan investor juga
mengharapkan laba yang tinggi dari perusahaan. Adanya kepemilikan insitusional
akan membuat manajer mau tidak mau untuk menerapkan manajemen pajak
dengan efektif untuk menghasilkan return yang diharapkan oleh investor.

Pelaksanaan manajemen pajak oleh manajemen yang berada pada
pengawasan investor institusional yang ketat akan lebih efektif. Apabila
manajemen melakukan pelanggaran dalam penerapan manajemen pajak, investor
institusional akan menarik dana yang diinvestasikannya. Sehingga dengan adanya
kepemilikan institusional ini manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil
keputusan. Maknanya, semakin tinggi. kepemilikan. institusional maka semakin
tinggi pula usaha manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Semakin rendah
kepemilikan institusional maka akan semakin rendah pula usaha manajemen
untuk melakukan manajemen pajak.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Pajak
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Kepemilikan manajerial merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang
dimiliki oleh investor manajerial dalam suatu perusahaan (Nurochman dan
Solikhah, 2015). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan
menandakan bahwa adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dan
pemegang saham. Kepemilikan manajerial memposisikan para manajer sebagai
pemegang saham, mereka beriringan dengan para pemegang saham yang lain.
Mereka akan lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan dalam perusahaan
karena akan berdampak pada diri mereka sendiri. Kepemilikan manajerial akan
memotivasi kinerja dari manajemen untuk menghasilkan return yang tinggi.
Kesalahan kecil yang mereka lakukan untuk mengelola pajak perusahaan akan
menurunkan citra perusahaan.

Sebagai stakeholder di perusahaan, tentu saja mereka tidak ingin dirugikan
dengan kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan. Manajer perlu menerapkan
manajemen pajak yang efektif. Dampaknya, laba perusahaan akan meningkat dan
pajak perusahaan dapat ditekan serendah mungkin. Hal ini berarti semakin tinggi
kepemilikan manajerial akan semakin tinggi pula manajemen pajak yang
dilakukan oleh manajemen. Sebaliknya, semakin rendah kepemilikan manajerial
maka semakin rendah manajemen pajak yang dilakukan.

2.4.4 Pengaruh . Persentase. Komisaris. Independen. terhadap Manajemen

Pajak

Komisaris independen memainkan peranan yang penting dalam konsep
Good Corporate Governance yang efektif. Anggota yang dipilih bukan berasal

dari pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, sehingga
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meningkatkan independensi. Pengawasan yang independen dari Komisaris
Independen akan mencegah manajer untuk melakukan tindakan oportunistik
sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terlindungi. Para pemegang
saham akan mendapatkan jaminan hasil yang efektif dan efisien mengenai
perumusan strategi perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Komisaris Independen bersama dengan anggota dewan yang lain akan
menyusun strategi perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang yang
menguntungkan bagi perusahaan dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku,
termasuk strategi yang berkaitan dengan pajak. Tingginya pengawasan dari
komisaris independen membuat manajer melaporkan Kinerja perpajakan
perusahaan dengan apa adanya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesejahteraan
para stakeholder. Para manajer tidak mungkin melakukan manajemen pajak yang
berlebihan apabila tingkat pengawasan dari komisaris independen tinggi. Artinya,
semakin tinggi persentase komisaris independen maka semakin rendah tingkat
manajemen pajak perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah persentase komisaris
independen maka semakin tinggi kemungkinan manajemen melakukan tindakan
manajemen pajak.
2.4.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Corporate Governance terhadap

Manajemen Pajak

Perusahaan yang mempunyai ukuran besar cenderung mempunyai transaksi
yang lebih kompleks daripada perusahaan kecil. Pungutan pajak dengan berbagai
jenis pun tidak dapat dihindari. Adanya pungutan pajak yang tinggi akan

berdampak pada laba perusahaan, dikarenakan pajak merupakan pengurang
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penghasilan. Hal ini membuat manajemen perusahaan memutar otak untuk
mencari cara mengefisiensikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Salah
satu caranya adalah dengan menerapkan manajemen pajak yang baik. Penerapan
manajemen pajak yang baik tentunya diperlukan sumber daya manusia yang
berkompetensi tinggi. Perusahaan besar tidak akan kesulitan untuk memperoleh
sumber daya tersebut.

Besarnya beban pajak sebagai pengurang laba perusahaan akan berdampak
pada kepentingan para investor yang menginginkan laba yang tinggi. Adanya
investor yang berasal dari institusi dan manajemen akan membuat kinerja
manajemen dalam menerapkan manajemen pajak semakin meningkat. Hal ini
dikarenakan tingginya pengawasan dari institusi yang dipadukan dengan
kepentingan para manajer sebagai pemilik saham perusahaan untuk memperoleh
laba yang tinggi. Peran komisaris independen disini adalah untuk mengawasi
perilaku oportunistik dari manajemen sehingga kepentingan para pemegang
saham dapat terlindungi. Diperlukan pengawasan yang baik agar manajemen
pajak perusahaan tidak menjurus ke arah penggelapan pajak. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, dan persentase komisaris independen akan berpengaruh terhadap

penerapan manajemen pajak dalam perusahaan.

2.5 Hipotesis Penelitian
Kerangka berpikir dan hipotesis dalam penelitian ini dapat digambarkan

seperti pada Gambar 2.2.
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Ukuran Perusahaan (+) L

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:
H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
H2: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
H4: Persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen

pajak.
H5: Ukuran perusahaan dan corporate governance secara bersama-sama

berpengaruh terhadap manajemen pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan,

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan persentase komisaris

independen terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015 sampai dengan tahun

2016. Berdasarkan hasil pengujian data dan pembahasan, maka hasil penelitian ini

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan akan menentukan efektifitas
manajemen pajak dalam perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dapat
dijadikan sebagai mekanisme untuk melakukan manajemen pajak, sehingga
hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap manajemen pajak diterima.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen
pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilkan institusional mampu
dijadikan_mekanisme untuk melakukan melakukan pajak sehingga hipotesis
kedua (H2) yang menyatakan kepemilikan institusional perusahaan
berpengaruh positif terhadap manajemen pajak diterima.

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kepemilikan saham oleh manajer

119
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belum mampu menjadi mekanisme untuk melakukan tindakan manajemen
pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan kepemilikan
manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan ditolak.

4. Persentase komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan
terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
pengawasan dari komisaris . independen, manajemen akan berusaha
mengurangi tindakan manajemen pajak yang berlebihan karena dikhawatirkan
akan mengarah kepada tax evasion. Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan
persentase komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen
pajak perusahaan diterima.

5. Ukuran perusahaan dan corporate governance berpengaruh signifikan
terhadap manajemen pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin
besar pula sumber daya yang dimiliki untuk melakukan manajemen pajak,
dalam hal ini sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. Hipotesis
kelima (H5) yang menyatakan ukuran perusahaan dan corporate governance

berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan diterima.

5.2 Saran
Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.  Perusahaan perlu meningkatkan ukuran perusahaan untuk mendapatkan
sumber daya manusia berkompetensi tinggi untuk melakukan manajemen
pajak. Hal ini sesuai dengan teori political power dimana sumber daya

perusahaan yang besar dapat digunakan untuk mempengaruhi proses politik
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sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak dan mengatur
aktivitas dalam mencapai penghematan pajak yang optimal. Peningkatan
ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan total asetnya,
seperti membuka cabang baru di berbagai daerah.

Perusahaan perlu menerapkan program kepemilikan saham oleh manajemen
sehingga memotivasi para manajer untuk meningkatkan Kkinerjanya.
Kepemilikan saham oleh manajemen membuat para manajer lebih berhati-
hati dalam menerapkan strategi dalam perusahaan, karena akan berdampak
kepada dirinya sendiri. Meskipun tidak ada ambang batas besaran
kepemilikan manajerial, namun apabila terlalu tinggi justru mengakibatkan
sulitnya pengendalian terhadap tindakan manajer. Manajer akan memiliki
hak suara yang kuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
sehingga pemegang saham dari pihak eksternal akan kalah dan berakibat
pada reputasi perusahaan dimata investor luar.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain untuk
menggantikan kepemilikan manajerial, seperti kompensasi eksekutif. Adaya
kompensasi yang diberikan kepada manajemen akan mendorong kinerja
yang lebih baik dari para manajer, termasuk dalam pengimplementasian

strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.
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